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A. Latar Belakang Penelitian

Upaya untuk melakukan implementasi sistem keuangan Islami
empat dekade terakhir berjalan begitu gencar. Beberapa eksperimen awal
untuk mendirikan perbankan Islam diantaranya berlangsung di Melayu pada
pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an, dan di Mesir
melalui Mit Ghamr Savings Banks (1963-1967) serta Nasser Sosial Bank

- (1971). (Lewis dan Algaoud, 2003: 15).

Meski sebagian besar institusi ini _akhimya gulung tikar, tetapi~,
setidaknya telah memberikan pondasi dan pijakan konsep yang kuat
untuk pengembangan berikutnya. Wilayah Asia-Pasifik juga tidak ketinggalan -
untuk turut serta memberikan andil dan menjadi sumbangsih yang sangat
berharga.l dalam uji coba perintisan perbankan bebas bunga ini. Bank bebas
bunga didirikan dengan nama Philippine Amanah Bank (PAB) tahun 1973
melalui Keputusan Presiden sebagai institusi perbankan khusus meski tanpa
mereferensi karakter Islam didalam piagam banknya. Pendirian PAB
adalah respon Pemerintah Pilipina atas  pemberontakan Muslim di
wilayah selatan, perbankan ini dirancang untuk melayani secara khusus
kebutuhan masyarakat Muslim. Tugas utama PAB membantu rehabilitasi dan
rekonstruksi masyarakat di Mindanao, Sulu dan Palawan di wilayah selatan

(Muhammad, 1988: 48-64).




Diikuti kemudian dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB)
tahun 1974 dengan dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan Organisasi
Konferensi Islam (OKI) dengan suntikan dana cilua milyar Dinar. Hal ini
menjadikan IDB menjadi Bank Syariah terbesar.l IDB adalah bank antar
pemerintahan  (intergovernmental bank) yang bértujuan untuk mendanai
proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota, yang sebagian
besarnya adalah negara-negara berpenduduk muslim. Keberadaan IDB ini
memberikan momentum kepada gerakan perbankan syariah pada
umumnya, yang ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga swasta
(misalnya, Dubai Islamic Bank (1976), Faisal Islamic Bank of Egypt
(1997), Bahrain Islamic Bank (1979)), dan lembaga-lembaga pemerintah
(misalnya, Kuwait Finance House (1997) (Lewis dan Algaoud, 2003: 24-25).

Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa
rahmat bagi semesta alam, bagi semua umat tanpa dibatasi oleh ruang
maupun waktu. Ajarannya yang mencakup semua aspek kehidupan tidak
terkecuali ekonomi, dalam perkembangannya saat ini dirasakan semakin
kompleks, terlebih dengan fenomena ekonomi yang berkembang dengan
berbagai istilah dan jenis transaksi ekonomi/keuangan baru, seperti masalah
transaksi bursa efek, valuta asing, pasar uang dan lain sebagainya.
Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi diikuti pula dengan berkembangnya
lembaga keuangan (bank) baik yang konvensional maupun yang
menggunakan prinsip syariah, dan dalam dunia perbankan sering kali

menggunakan fasilitas pasar uang dalam kegiatan operasionalnya, karena




|
dalam keadaan tertentu terkadang bank dapat mengalami kelebihan ataupun

kekurangan likuiditas dalam jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun. Bila
terjadi kelebihan maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas,
sehingga bank memperoleh keuntungan. Dan sebaliknya bila bank
mengalami kekurangan likuiditas maka bank memerlukgn sarana untuk
menutupi kekurangan likuiditas dalam rangka pembiayaan sehingga kegiatan
operasional bank dapat berjalan dengan baik.

Untuk itulah diperlukan jasa lembaga keuangan (bank) yang dapat
berlaku adil. Namun terkadang dalam aplikasinya bank berlaku tidak adil
dengan mengambil keuntungan atau bunga yang berlebihan kepada pihak
yang kekurangan dana maupun sebaliknya. Sehingga dalam hal pasar uang
antarbank ini Dewan Syariah Nasional kemudjan mengeluarkan fatwa No. 37
tentang pasar uang antarbank dengan prinsip syariah sebagai solusi bagi
kedua belah pihak. Akan tetapi fatwa ini masih perlu ditelaah dan dikaji
ulang, hal ini untuk melihat apakah fatwa tersebut sudah benar-benar
mengcover semua permasalahan yang terjadi di pasar uang antarbank.

Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank
yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini
banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain
istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Inferest-Free Bank),
Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari’ah (Shari’a Bank).
Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis

penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau



yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.
Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini
disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegia_tan usahanya menjadi
dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan
pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum

Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai "

dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah
wa iqtina).

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank
konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution)
yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-
dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk

fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan



yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank
konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka
Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-
base inconlze) maﬁpun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (loss and
profit sharing).

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi
dari mekanisme bunga (interest free), posisi unik lainnya dari Bank Syariah
dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank
Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan
perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank
Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya

pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti

pémbiayaan dengan prinsip murabahah (jual beli), ijarah (sewa) atau ijarah

wa iqtina (sewa beli) dan lain-lain,

Perbankan sebagai sub-sistem perekonomian nasional merniliki fungsi
sebagai penggerak ekonomi melalui penyaluran dana pihak ketiga, ke dalam
berbagai jenis usaha yang mampu menggerakkan sektor riil, termasuk
memfasilitasi transaksi jasa keuangan melalui skim yang dikelolanya. Hingga
hari ini dunia perbankan, tak terkecuali perbankan syariah masih terus
mendapatkan gugatan dari berbagai pihak; hal ini Idikarcnakan lembaga
keuangan ini dianggap belum dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai
penggerak sektor riil secara optimal.

Kehadiran perbankan syariah sesungguhnya tidak hanya sekedar




pelengkap dalam industri perbankan nasional. Hal ini dibuktikan olch tingkat
kinerja perbankan syariah dan kontribusinya terhadap dunia perbankan dinilai
baik selama hampir 17 tahun. Kinerja ini semakin terlihat nyata ketika badai
krisis melanda perekonomian Indonesia. Ketika kinerja perbankan
konvensional kolaps dan banyak yang berguguran, akan tetapi perbankan
syariah justru mampu terus bertahan di tengah hantaman krisis, bahkan
menunjukkan perkembangan. Di masa krisis, bank syariah mampu lolos dari
kebangkrutan, sekalipun tidak mendapat bantuan dana BLBI, yang kemudian
dana tersebut banyak dikorup oleh para konglomerat. Fenomena inilah yang
kemudian menjadi daya tarik bagi ekonom dan praktisi keuangan dari dalam
dan luar negeri melakukan kajian dan penelitian ilmiah untuk mengungkapkan
kekuatan apa dibalik sistem ekonomi syariah.

Dalam sistem perekonomian global, konsep ekonomi syariah juga
ternyata telah teruji ketangguhannya. Sebagai contoh, ketika hampir semua
bisnis konvensional mengalami kesulitan di masa krisis melanda beberapa
negara termasuk Indonesia, ternyata kondisi itu tidak terjadi di Malasyia yang
lebih dahulu menerapkan prinsip ekonomi syariah. Dengan kata lain, konsep
yang selama ini melandasi bisnis modern, baik ekonomi kapitalis dan sosialis
temyata hanya menghasilkan kemakmuran semu.

World Bank dan IMF juga telah mengkaji kemungkinan pemberian
pinjaman dengan menggunakan prinsip syariah setelah dianggap gagal
memulihkan ekonomi negara-negara berkembang yang umumnya negara

Islam. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya baik karena
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prinsip moralnya, tetapi juga baik dari segi pendekatan bisnis. Dengan
demikian, konsep ekonomi syariah memiliki kekuatan berupa prinsip-prinsip
yang abadi yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri.

Selanjutnya terkait dengan persoalan optimalisasi peran perbankan
syariah dalam upaya menggerakkan sektor riil, maka sudah barang tentu
kepada seluruh pelaku perbankan syariah yang ada di Indonesia untuk
mengambil terobosan baru dan melakukan langkah-langkah strategis di dalam
mengelola bisnisnya. Dengan demikian, perbankan syariah melalui
pembiayaannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi
peningkatan kesejahteraan material dan spiritual atas dasar keadilan,
keseimbangan dan kemashlahatan bagi semua. Pada akhirnya melalui
pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah akan dapat meningkatkan
pendapatan, dapat mengurangi angka pengangguran serta angka kemiskinan

yang ada di masyarakat dapat ditekan hingga serendah mungkin.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusaﬁ masalah dalam
penelitian ini adalah adalah:
1. Bagaimana peran perbankan Syari’ah dalam pemberdayaan masyarakat?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat peran perbankan Syari’ah

dalam pemberdayaan masyarakat?




C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui peran perbankan Syari’ah dalam pemberdayaan
masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor_ yang mendukung dan menghambat peran

perbankan Syari’ah dalam pemberdayaan masyarakat.



